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Abstrak 

 
Penel it ian ini bert ujuan unt uk mengkaji l ebih l anjut t ent ang pr ogr am pe mber dayaan per empuan kepal a 
kel uar ga (PEKKA) di Kot a Baubau, dengan fokus pada peningkat an kesejaht er aan mer eka mel al ui 
pel at ihan ket er ampil an, akses ekono mi,  dan pendampingan sosial . Dal am penel it ian ini, dat a diku mpul kan 
mel al ui pendekat an Kual it at if deskr ipt if yang mel ibat kan met ode wawancar a, obser vas i, dan st udi 
doku men. Hasil  penel it ian menunjukkan bahwa per empuan kepal a kel uar ga di Kot a Baubau, yang 
sebagian besar beker ja di sekt or per dagangan, bur uh har ian, dan usaha per ikanan, menghadapi kendal a 
dal am akses pendidikan dan pel uang ekono mi. Pr ogr am pe mber dayaan per empuan kepal a kel uar ga yang 
dil aksanakan ol eh Dinas Pember dayaan Per empuan dan Perl indungan Anak (DP3A) Kot a Baubau 
ber fokus pada peningkat an kapasit as ekonomi dan sosial  per empuan mel al ui pel at ihan, pendampingan,  
sert a penguat an kel embagaan. Meskipun t erdapat fakt or pendukung sepert i kebijakan pemer int ah dan 
pr ogr am pel at ihan ket er ampil an, t ant angan sepert i ket er bat asan anggar an, rendahnya kual it as sumber 
daya manusia, dan beban ganda per empuan kepal a kel uar ga t et ap menjadi masal aah ut ama. Dibut uhkan 
kol abor asi ant ar a pemer int ah, masyar akat, dan sekt or swast a sangat pent ing unt uk mencipt akan 
l ingkungan yang l ebih kondusif bagi pember dayaan per empuan di Kot a Baubau. Dihar apkan bahwa 
pr ogr am ini akan mampu meningkat kan kual it as hidup per empuan kepal a kel uar ga serta me mber ikan 
kontr ibusi t er hadap pembangunan yang l ebih inkl usif dan ber keadil an gender .  

 
Kata kunci: Pember dayaan Per empuan, Kepal a Kel uar ga, Kesejaht er aan, PEKKA, Pr ogr am Pe mer int ah. 

 

Abstract 
This study aims to further examine the empowerment program for Women Heads of Households (PEKKA) 
in Baubau City, with a focus on improving their welfare through skills training, economic access, and social 
assistance. In this study, data were collected through a descriptive qualitative approach involving interview, 
observation, and document study methods. The results of the study show that female heads of families in 
Baubau City, most of whom work in the trade, daily laborer and fisheries sectors, face obstacles in 
accessing education and economic opportunities. The empowerment program for female heads of 
households implemented by the Baubau City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) 
focuses on increasing women's economic and social capacity through training, mentoring, and institutional 
strengthening. Despite supporting factors such as government policies and skills training programs, 
challenges such as budget constraints, low quality human resources, and the double burden of female 
heads of households remain major issues. Collaboration between government, community and private 
sector is very important to create a more conducive environment for women's empowerment in Baubau 
City. It is hoped that this program will improve the quality of life of female heads of households and 
contribute to more inclusive and gender-equitable development. 
 

Keyword: Women Empowerment, Head of Family, Welfare, PEKKA, Baubau City, Gender, Government 

Programs. 
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PENDAHULUAN  
Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dengan populasi yang tersebar luas di 

berbagai pulau. Posisi geografis negara yang unik membuat usaha mengurangi angka 
kemiskinan menjadi suatu tantangan tersendiri. Salah satu upaya  untuk mengurangi kemiskinan 
adalah  dengan memberdayakan masyarakat Indonesia sendiri, Menurut Usman, (dalam Mulyono 
2012) menyebutkan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat 
untuk mengoptimalkan seluruh potensi agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses 
pembangunan”. 

Kualitas hidup dan peran perempuan di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah, 
khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, yang berkontribusi 
terhadap adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Salah satu aspek pembangunan 
yang telah dirumuskan dalam GBHN yaitu pembangunan pemberdayaan perempuan. 
Permasalahan yang di-kemukakan adalah adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan gender 
yang diakui sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan. 

Permasalahan yang dihadapi perempuan kepala keluarga adalah pembangunan yang 
seringkali mendiskriminasi mereka sehingga mengakibatkan perempuan kepala keluarga tidak 
sepenuhnya menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti laki-laki sebagai 
kepala keluarga (Ernawati, 2013:161). Perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga sering 
kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. 
Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah Keterbatasan akses ke sumber daya yang 
dimaksud meliputi modal (Fanaqi et al., 2023), serta pendidikan dan pelatihan yang berkualitas 
(Anto et al., 2023). Dalam berbagai  situasi, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga 
sering kali mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang kerja yang 
menguntungkan, yang umumnya lebih mudah dijangkau oleh laki-laki (Hasan et al., 2018). Hal 
ini tidak jarang menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi 
kerja yang kurang memadai. 

Banyak faktor yang memengaruhi tantangan yang dihadapi perempuan kepala keluarga 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain memiliki pengaruh yang signifikan, 
pendidikan terkadang kurang dihargai dan menjadi objek prasangka sosial. Hal ini disebabkan 
banyak perempuan hanya mampu menyelesaikan pendidikan yang sangat rendah, sehingga 
menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan 
ketergantungan finansial mereka kepada pasangannya. Oleh karena itu, melalui program 
pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA), pemerintah Indonesia berupaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan. 

Ketika menjadi janda, otomatis seseorang memikul tanggung jawab menafkahi keluarganya 
dan mengubah statusnya menjadi kepala rumah tangga. Perempuan kepala rumah tangga sering 
disebut dengan ungkapan ini. Mereka harus mempertimbangkan caranya 

Mereka memutuskan untuk mengejar karir atau bisnis sebagai sarana untuk melanjutkan 
kehidupan mereka. Pemerintah juga hadir untuk menyediakan dana untuk meningkatkan kualitas 
hidup mereka dan menyediakan kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan 
mereka; Hal ini dikenal dengan program PEKKA (Kepala Keluarga Perempuan). 

Pada dasarnya, perempun adalah pilar kemajuan suatu bangsa, menjadi central dalam 
pembangunan. Masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas perempuan yang ada 
di dalamnya. Peran perempuan sebagai ibu memiliki signifikansi yang mendalam dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, yang merupakan calon pemimpin di masa 
depan. Apabila suatu bangsa memiliki perempuan-perempuan yang berkualitas dan beretika 
baik, maka hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan 
kemajuan bangsa tersebut (Wasilah, 2016, hal. 3). 

Seorang wanita dapat menjadi kepala rumah tangga karena berbagai alasan, seperti 
perceraian, kepergian suami dari keluarga, kehamilan dan persalinan setelah kepergian suami, 
atau kematian suami. 

Setiap Negara pasti mengharapkan kesejahteraan bagi rakyatnya, untuk mencapai 
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kesejahteraan tersebut dibutuhkan suatu proses yang panjang. Oleh karena itu, proses tersebut 
seharusnya dimulai dari unit terkecil, salah satunya dari unit keluarga. Keluarga berperan sebagai 
unit dasar dalam suatu kelompok masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (Telaumbanua 
& Nugraheni, 2018). Setiap anggota dalam sebuah keluarga memiliki peran yang unik. Dalam 
konteks ini, peran seorang ayah di dalam keluarga mencakup fungsi sebagai pencari nafkah, 
pendidik, pelindung, penyedia rasa aman, serta sebagai kepala keluarga. Sementara itu, seorang 
ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, pelindung, pengasuh, dan pendidik bagi anak-
anaknya, sedangkan peran anak adalah sebagai dukungan psikososial yang sesuai dengan 
tahap perkembangan mereka (Jhonson, 2010). 

  
METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif 
dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Tanjung (2007:63), Metode Kualitatif adalah metode yang 
dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun 
belum diketahui. Kaidah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat menghasilkan deskripsi 
terkait Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan di Kota Baubau. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode 
wawancara, observasi dan studi dokumen yang relevan. Adapun sampel dalam penelitian ini 
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau, Kelompok 
PEKKA Kota Baubau dan masyarakat yang dipilih secara Purposive Sampling. Dalam 
melaksanakan analisis data, digunakan pendekatan analisis kualitatif model interaktif yang 
dikemukakan oleh miles dan huberman (1992, h. 20). Proses ini mencakup tahapan pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBHASAN 

a. Gambaran Umum Perempuan Kepala Keluarga di Kota Baubau 

Kota Baubau adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 
Dikenal sebagai “kota Seribu Benteng”, Baubau memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang 
unik. Pada tahun 2023, Kota Baubau memiliki total luas wilayah sebesar 387,47 km², di mana 
luas daratan mencapai 290,68 km² dan dihuni oleh penduduk sebanyak 160.232 jiwa, yang 
terdiri dari 79.627 laki-laki dan 80.605 perempuan. Penduduk ini tersebar di 8 (delapan) 
kecamatan dan 43 kelurahan yang meliputi Kecamatan Betoambari, Wolio, Sorawolio, Bungi, 
Kokalukuna, Murhum, Lealea dan Batupuaro. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa 
jumlah penduduk perempuan di Kota Baubau melebihi jumlah penduduk laki-laki. Perempuan 
yang menjadi kepala keluarga di Kota Baubau adalah sosok yang kuat, menjalankan dua 
peran sekaligus sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Mereka umumnya terdiri 
dari janda, perempuan yang ditinggalkan pasangan, atau perempuan yang menjadi tumpuan 
keluarga karena kondisi tertentu. Dalam masyarakat Baubau, yang memiliki tradisi dan budaya 
lokal yang kental, perempuan kepala keluarga sering kali menunjukkan kemandirian dan 
ketekunan untuk menghidupi keluarga mereka, Mata Pencaharian: 

1. Sektor perdagangan, Banyak perempuan kepala keluarga menjadi pedagang di pasar 
tradisional, menjual kebutuhan pokok, hasil laut, kerajinan khas Buton (seperti tenun), 
atau barang-barang rumah tangga. Sebagian menjalankan usaha kecil seperti warung 
makan, jualan kue, atau produk makanan lokal khas Baubau. 

2. Pekerja harian, Sebagian bekerja sebagai buruh harian, buruh tani, atau pembantu 
rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 

3. Usaha perikanan, Mengingat Baubau adalah kota pesisir, ada pula perempuan kepala 
keluarga yang terlibat dalam sektor perikanan, seperti menjual ikan di pasar atau 
mengolah hasil laut menjadi produk olahan. 
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4. Pekerja formal, Sebagian kecil perempuan kepala keluarga bekerja di sektor formal, 

seperti pegawai negeri sipil, guru, atau karyawan swasta, meskipun akses ke pekerjaan 
ini sering kali lebih sulit. 

Perempuan kepala keluarga di Baubau menunjukkan semangat juang yang tinggi 
meskipun sering dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti akses terhadap pendidikan 
dan peluang ekonomi yang setara. Mereka adalah pilar penting dalam komunitas, yang tak 
hanya menghidupi keluarga tetapi juga berkontribusi pada roda perekonomian lokal. (data 
profil perkembangan pnduduk 2023) 

 
Tabel 1.1. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Terkategori Miskin Ektrim Tahun 2023    

Berdasarkan Kecamatan   

No Kecamatan 
Jumlah 

Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Kk 

1 Bat upoar o 80 458 

2 Bet oambar i 39 297 

3 Bungi 26 180 

4 Kokal ukuna 33 136 

5 Lea-Lea 52 385 

6 Mur hum 96 555 

7 Sor awol io 41 393 

8 Wol io 127 886 

 Jumlah 494 3290 

Su mber : Dat a Dinas Pember dayaan Per empuan dan Perl ingdungan Anak Kot a Baubau Tahun 2023 

 
Di Kecamatan Batuparo, ada 80 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan 

total KK keseluruhan sebanyak 458 orang, di  Kecamatan Betoambari ada 39 orang jumlah 
perempuan sebagai kepala keluarga yang terdaftar dalam total jumlah kartu keluarga mencapai 
297 orang, di kecamatan bungi terdapat 26 perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, 
dengan total KK yang tercatat sebanyak 180 orang. Sementara itu, di kecamatan kokalukuna, 
jumlah kepala keluarga perempuan mencapai 33 orang, jumlah perempuan sebagai kepala 
keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 136 orang, di Kecamatan Lea-Lea ada 52 orang 
jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 385 orang, 
di Kecamatan Murhum ada 96 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total 
KK keseluruhan sebanyak 555 orang, di Kecamatan Sorawolio ada 41 orang jumlah perempuan 
sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 393 orang, dan terakhir di 
Kecamatan Wolio ada 127 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK 
keseluruhan sebanyak 886 orang. Jadi jumlah keseluruhan perempuan sebagai kepala keluarga 
di 8 Kecamatan yaitu 494 orang dengan total keseluruhan KK berjumlah 3290 orang. 

Jika di lihat berdasarkan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Baubau 
bahwa jumlah terbanyak berada di Kecamatan Wolio yaitu 127 Orang  jumlah perempuan sebagai 
kepala. Gambaran ini juga terlihat di 3 Kecamatan yaitu pada Kecamatan Wolio, Batupoaro dan 
Beteombari.  

 

b. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Kota Baubau 
Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kota Baubau dalam penelitian ini adalah 

program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota 
Baubau. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas 
perempuan dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya okonomi, politik, sosial, dan 
budaya. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar perempuan dapat mengelolah diri mereka 
sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, serta berperan dan berpatisipasi secara aktif dalam 
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menyelesaikan permasalahan pembangunan, sekaligus mampu mengembangkan potensi diri 
mereka (Anonymous, 2010). Menurut Hubeis (2010) dalam Wildan Saugi dan Sumarno (2015:3), 
pemberdayaan perempuan merupakan perbaikan upaya peran perempuan dalam pembangunan 
bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. 

Pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan pisikologis, sosial budaya, ekonomi, dan 
politik yang saling berkaitan erat karena terdapat jaringan kerjasama yang memberdayakan satu 
sama lain antara orang (Onny S. Pujono. 1996) dalam Khairul Azmi (2020; hlm 18).  

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam mewujudkan peran perempuan 
dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya agar lebih mampu mandiri dan berkarya. 
Kesadaran tentang peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat, yang tercermin 
dalam penerapan program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Hal ini 
disebabkan oleh pemikiran yang menekankan pentingnya kemandirian bagi perempuan, agar 
hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena perempuan adalah 
sumber daya manusia (SDM) yang sangat penting sehingga keberadaanya di ikut sertakan dalam 
pembangunan. 

Pemberdayaan perempuan memiliki dua ciri utama yaitu, pertama, mencerminkan 
kepentingan emansipatoris yang mendorong partisipasi kolektif masyarakat dalam 
pembangunan, kedua, merupakan proses di mana individu atau masyarakat terlibat dalam 
penceahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif agar dapat berpatisipasi secara aktif 
(Zakiyah; 2010:12).   

Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender oleh wawancara dengan Ir. Wa Ode 
Muhibbah Suryani, mengungkapkan bahwa kondisi ketidakadilan gender yang masih terjadi dan 
menyebabkan perempuan dan laki-laki menjadi korban sistem dan struktur sosial yang tidak 
seimbang di Kota Baubau. Kondisi ini dapat digambarkan melalui porsi dan siklus sosial antara 
perempuan dan laki-laki yang seharusnya setara, serasi, seimbang, dan harmonis. Pemerintah 
Kota Baubau melalui DPPPA Kota Baubau, merespon kondisi tersebut dengan menjalankan 
program "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan." Pemahaman dan pemenuhan hak-hak 
perempuan menjadi fokus utama, dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang 
dan berkeadilan. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk akses perempuan terhadap 
pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi. 

Dalam implementasinya, DPPPA Kota Baubau pda program "Peningkatan Kualitas Hidup 
Perempuan” diperoleh informasi dalam wawancara yang dilakukan sebagai rangkaian penelitian 
ini, menjelaskan bahwa, Program pemberdayaan perempuan di Kota Baubau dirancang untuk 
menekankan jumlah perempuan dan akses ada sumberdaya yang dapat mereka peroleh, seperti 
lapangan usaha, kebijakan dan program penguatan kompetensi bagi mereka. Dengan begitu, 
program tersebut seharusnya menjadi pemantik kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan 
suatu daerah juga sangat ditentukan oleh peran perempuan disegala bidang. Dalam hasil 
wawancara juga diperoleh bahwa konteks ini, perempuan memiliki peran strategis yang dapat 
mendukung kemajuan dan kemakmuran daerah. Dimana menurut salah satu informan, Ir. Wa 
Ode Muhibbah Suryani berharap perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara 
mandiri dan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan peluang. 

Pada tahun 2023, Kota Baubau mencatatkan indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 
91,24 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 90,94. Hal 
ini menunjukkan perbaikan yang terus terjadi di pemerintah kota baubau dalam kaitannya dengan 
pengarusutamaan gender, yang didalamnya juga turut mendukung keberdayaan kau kaum 
perempuan dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan ini, informan penelitian yang 
merupakan Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan PUG DP3A Kota Baubau, Wa Ode 
Hasnia Boti, menjelaskan bahwa program pemberdayaan perempuan dilakukan dengan 
melibatkan kegiatan kelembagaan perempuan seperti PEKKA, untuk meningkatkan kualitas 
hidup perempuan. Disisi lain, program tersebut juga dilakukan melalui koordinasi program-
program seperti PKHP, evaluasi kinerja PPEP, dan pembinaan lembaga, DPPPA berupaya 
menjadikan lembaga ini semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan perempuan. 
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Dengan demikian, sejumlah program pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kota 
Baubau sejalan dengan "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan" ini bukan hanya merupakan 
inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, melainkan juga sebuah langkah strategis 
dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.  

Tujuan pemberdayaan perempuan ialah untuk membangun akan kesadaran perempuan 
tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga 
perempuan bisa mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.  

Menurut Nugroho (2008), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah sebagai 
berikut: 

1. Mendorong kaum perempuan untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki agar 
dapat berperan aktif dalam program pembangunan, sehingga tidak hanya berfungsi 
sebagai objek pembangunan seperti yang sering terjadi selama ini. 

2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan bertujuan untuk memperkuat 
posisi tawar-menawar dan keterlibatan mereka dalam setiap aspek pembangunan, baik 
sebagai perencana, pelaksana maupun dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
kegiatan.  

3. Meningkatakan kaum permpuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri 
kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, 
maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. 

4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai sarana 
pemberdayaan perempuan, sehingga mereka dapat berpatisipasi secara aktif dalam 
program-program pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka. 

 
Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kota Baubau dilakukan melalui berbagai 

inisiatif, termasuk program dari yayasan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA). 
Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan, serta 
membentuk kelompok simpan pinjam untuk mendukung usaha kecil. Selain itu, pelatihan dan 
pendampingan diberkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama dalam 
menghadapi isu sosial seperti kekerasan dalaam rumah tangga. Melalui kolaborasi dengan 
pemerintah, program ini bertujuan untuk meningkatka kesejahteraan perempuan secara 
keseluruhan. 

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) di kota baubau berfokus pada 
peningkatan kesejahteraan melalui berbagi program. Organisasi seperti PEKKA dan DP3A 
memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi perempuan. 

DP3A di kota baubau melaksanakan beberapa program untuk pemberdayaan perempuan 
kepala keluarga (PEKKA) antara lain: 

1. Sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepribadian, mengadakan sosialisasi untuk 

meningkatkan kesadaran perempuan kepala keluarga tentang perlunya berorganisasi. 
Sementara itu, beberapa perempuan di Kota Baubau menerima pembinaan untuk 
memberikan arahan awal dan pelatihan kepribadian agar dapat memperoleh pekerjaan 
yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, bersosialisasi dan berinteraksi dengan 
masyarakat juga memerlukan perilaku moral dan pandangan positif. 

2. Pelatihan dan keterampilan, menyediakan pelatihan keterempilan, seperti tata boga, 
kewirausahaan dan penggunan alat produksi untuk mendukung usaha mandiri. 

3. Pendampingan, memberikan pendapingan kepada perempuan kepala keluarga melaui 

coordinator kelompok untuk memastikan informasi dan pelatihan dapat diakses dengan 
baik. Program-program ini dibuat untuk meningkatkan potensi ekonomi serta kemandirian 
perempuan yang menjadi kepala keluarga Kota baubau. 

4. Layanan Konsultasi, Banyak perempuan kepala keluarga yang merasa tertekan karena 
harus menjalani peran ganda. Layanan konsultasi dapat memberikan ruang bagi mereka 
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untuk berbicara tentang masalah emosional, stres, atau tantangan psikologis yang 
mereka hadapi. 

 
Gambar 1. Layanan Konsul t asi DP3A Kot a Baubau 

           

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan 
sebagai kepala keluarga di kota Baubau 

 Faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan perempuan sebagai kepala 
keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan di Kota Baubau. Terdapat 
sejumlah faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat, yaitu: 

a. Fakto pendukung 
1. Program penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu. Program ini dirancang 

dengan tujuan ganda. Pertama, program ini bertujuan untuk memperjelas tugas dan 
tanggung jawab para pengelola dan pelaksana harian lembaga, termasuk para 
pendamping, pekerja sosial anak, konselor, psikolog, dan mediator. Kedua, program ini 
bertujuan untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk 
LSM. Program penguatan kelembagaan pusat pelayanan ini bertindak sebagai platform 
bagi diskusi dan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan 
fungsi sebagai tempat pengaduan, pendampingan, mediasi, dan konsultasi, baik bagi 
pelaku maupun korban kekerasan. Program ini di kembangkan sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlingan anak dan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berfokus pada penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT). 

2. Kebijakan pemerintah, adanya program-program pemerintah yang mendukung 
pemberdayaan perempuan kepala keluarga, pelatihan keterampilan, dan akses ke 
program jaminan sosial.  

3. Regulasi yang mendukung, No.7 tahun 1984 tentang pengesahan ratifikasi 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak perempuan dan 
upaya untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Undang-
Undang. No.7 Tahun 1984). Dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 34 
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau. Aturan 
ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penguatan lembaga dan program 
pemeberdayaan perempuan, memastikan adanya dukungan structural dalam 
pelaksanaan kebijakan.  

4. Peningkatan kesetaraan gender, program-program yang focus pada pengaruh 
kesetaraan gender, seperti pelatihan dan sosialisasi, membantu peningkatan 
pemahaman masyarakat tentang peran penting perempuan dalam pembangunan 
sehingga mendorong partisipasi aktif mereka. 

5. Program pelatihan keterampilan, yang dilakukan oleh DP3A bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan perempuan, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian 
ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga.  
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6. Akses teknologi dan informasi, kemajuan teknologi mempermudah akses informasi 

terkait peluang usaha, serta memfasilitasi perempuan untuk menjalankan usaha atau 
pekerjaan secara online.  
 

b. Faktor penghambat 
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, banyak pegawai DP3A yang kurang 

berlatih dan tidak memiliki kopetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka 
secara efektif. Hal ini mengakibatkan rendahnya efektifitas program pemberdayaan yang 
dijalankan karena pegawai harus belajar ulang tentang tugas mereka.  

2. Keterbatasan anggaran, anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program-
program pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Tampa adanya dukungan 
finansial yang memadai,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP3A) mengalami kesulitan dalam menyediakan pelatihan, fasilitas, dan layanan yang 
diperlukan untuk mendukung perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. 

3. Kurangnya sarana prasarana, minimnya rumah aman bagi korban kekerasan 
mengganggu pemulihan psikologis perempuan yang membutuhkan perlundungan. 
Tanpa tempat perlindungan yang memadai, perempuan sering kali terpaksa kembali 
kelingkungan berbahaya yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka 

4. Beban ganda, perempuan kepala keluarga sering menghadapi beban ganda, yaitu 
tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga. Kondisi ini 
membuat mereka kesulitan untuk fokus mengembangkan potensi diri dan usaha. Waktu 
dan tenaga mereka sering kali terkuras dalam memenuhi kebutuhan keluarga.  

 
Dengan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan perempuan kepala keluarga, 

pemberdayaan perempuan di Kota Baubau memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. 
Tidak hanya pemerintah kota Baubau, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, 
serta komunitas lokal, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung 
kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan 
masyarakat akan memperkuat upaya-upaya yang dapat meningkatkan akses perempuan kepala 
keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta hak-hak sosial dan ekonomi 
lainnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Perempuan yang menjadi kepala keluarga di Kota Baubau menjalankan peran ganda 

sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, yang mayoritasnya bekerja di sektor 
informal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap memberikan kontribusi 
terhadap ekonomi lokal. Pemerintah Kota Baubau melalui DP3A menjalankan program 
pemberdayaan seperti peningkatan kualitas hidup perempuan dan kerja sama dengan (PEKKA) 
guna meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi perempuan melalui 
berbagai kegiatan. Meski masih terkendala anggaran, SDM, dan fasilitas. 

Oleh karna itu untuk meningkatkan kualitas hidup di perlukan yang Pertama, mereka perlu 
mengakses pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja, 
terutama di sektor informal. kedua, membangun jaringan dukungan sosial dengan sesama 
perempuan dan organisasi lokal dapat memberikan akses informasi dan sumber daya yang lebih 
baik. ketiga, penting untuk memanfaatkan teknologi yang ada seperti Tiktok, shopee, fecebook, 
dan platform digital, untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, 
mereka juga harus aktif dalam mengikuti program pemberdayaan yang disediakan oleh 
pemerintah dan lembaga non-pemerintah, guna mendapatkan dukungan finansial dan 
pengetahuan yang diperlukan. Dengan adanya langkah-langkah ini, perempuan kepala keluarga 
dapat memperkuat posisi ekonomi mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 
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